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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Seiring dengan bertambahnya pelaku perkawinan campuran di Indonesia, semakin banyak pula

permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran. Salah satu permasalahan yang kerap

timbul dalam perkawinan campuran adalah karena Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan

campuran tidak diperbolehkan mempunyai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Guna Usaha,

kecuali perkawinan campuran tersebut dilakukan dengan membuat

perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Apabila perkawinan campuran berlangsung tanpa

membuat perjanjian perkawinan, maka permasalahan akan timbul apabila dikemudian hari terjadi perceraian

terutama dalam hal pembagian harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan. Berdasarkan latar

belakang tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum

atas bagaimana akibat hukum atas putusnya perkawinan terhadap harta bersama dalam perkawinan

campuran yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dalam perkawinan

campuran yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan dan bagaimana kedudukan harta benda dalam

perkawinan campuran yang berupa Hak Guna Bangunan setelah perceraian (Analisis Putusan Nomor

0391/Pdt.G/2017/PA.Dp). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian

eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, masing-masing

suami isteri berhak atas setengah dari jumlah harta bersama yang didapatkan selama perkawinan dan Warga

Negara Asing tidak dimungkinkan untuk memiliki Hak Guna Bangunan meskipun didapatkan karena

percampuran harta dalam perkawinan. Jika Warga Negara Asing mendapatkan Hak Guna Bangunan maka

dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat

kepemilikan. Untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam perkawinan campuran terkait harta

benda perkawinan, maka dapat dilakukan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Along with the increasing number of mixed marriages in Indonesia, the more problems occur as a result of

mixed marriages. One of the problems that often occurs in mixed marriages is that Indonesian citizens of

mixed marriages are not permitted to have Freehold Title, Right to Build (HGB), or Right to Cultivate

(HGU), unless the mixed marriage is carried out by making a nuptial agreement concerning the separation of

assets. If a mixed marriage takes place without making a nuptial agreement, problems will arise if divorce

then occurs especially

in the case of division of assets obtained during the marriage. Based on the thesis background, the cause of
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the problem in this thesis are how the legal consequences of divorce on common property in a mixed

marriage that takes place without a marriage agreement and how the position of property in mixed marriages

in the form of Right to Build after divorce (Analysis of Religious Court Judgment Number 0391/Pdt.G/2017

PA.Dp) This research is normative research, with the typology of normative explanatory research. The

results of this

research explain that if a divorce occurs, each husband and wife are entitled to half of the amount of

common property obtained during marriage and Foreign Citizens are not allowed to have the Right to Build

even though they are obtained due to mixing assets in marriage. If Foreign Citizens get the Right to Build

then within a period of 1 year, they must release or transfer to other parties according to the conditions of

ownership. To minimize the problems that occur in mixed

marriages related to marital property, a mixed marriage can be done by making a nuptial agreement.


